KONSTRUKSI AKAD PADA PRODUK KARTU KREDIT
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)
Rahmatul Huda, S.EI., M.H.

Zakiyah, S.S., M.SI.

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary (UNISKA) Banjarmasin 

Email: hoeda.errahmah@gmail.com / kikiayoenani@yahoo.com
ABSTRAK

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, aspek ibadah maupun mu’amalah. Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena terkait dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam pemenuhan hajat hidup. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari mu’amalah. Salah satu bentuk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini, salah satunya adalah kartu kredit (credit card). Lembaga perbankan pun berlomba-lomba menerbitkan kartu kredit sebagai bentuk service kepada nasabah. Kartu kredit sekarang mulai menjadi gaya hidup masyarakat sebagai bentuk kemudahan dalam bertransaksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang model akad pada produk pembiayaan, khususnya kartu kerdit. Untuk itu perlu dibahas dan dikritisi, bagaimana akad dalam produk pembiayaan kartu kredit tersebut yang seharusnya bebas dari akad ribawi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi akad ribawi pada produk kartu kredit dan menganalisis hukum ekonomi syariah tentang akad pada produk kartu kredit. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan bahwa akad dalam kartu kredit adalah akad pinjaman (qardh). Tambahan syarat atas pinjaman dari pihak issuer bank hukumnya haram, bila ditinjau dari hukum syariat Islam. Hal ini karena bunga tambahan atas penangguhan pembayaran pinjaman termasuk riba nasiah (riba jahiliyah). Riba ini diharamkan karena adanya tambahan jumlah pinjaman disebabkan penangguhan pembayaran. Penerapan prinsip syari’ah dalam kartu kredit bisa dilaksanakan berdasarkan akad-akad: (a) Kafalah, (b) Qardh, (c) Ijarah. 
Kata Kunci: Akad, Hukum Ekonomi Syariah, Kartu Kredit
ABSTRACT
Islam is a universal and comprehensive religion, covering all aspects of human life, aspects of worship and mu'amalah. Economic activity can not be separated from human life, because it is related to human needs and desires in the fulfillment of life. Economic activity is part of mu'amalah. One form of financing that is in great demand by the people today, one of which is a credit card (credit card). Banking institutions also compete to issue credit cards as a form of service to customers. Credit cards are now starting to become the lifestyle of society as a form of ease in transacting. Based on this background, the authors are interested to examine about the contract model on financing products, especially card kerdit. For that need to be discussed and criticized, how the contract in credit card financing products that should be free from the agreement ribawi. The purpose of this study is to find out how the construction of ribawi agreement on credit card products and analyze sharia economic law about the contract on credit card products. This type of research is normative legal research with conceptual approach. Based on the method used, it is concluded that the contract in credit card is loan agreement (qardh). Additional terms on the loan from the issuer bank legal party is haram, when viewed from the Islamic Sharia law. This is because the additional interest on the deferral of loan payments includes usury of nasiah (riba jahiliyah). Riba is forbidden because of the additional amount of the loan due to deferred payment. Implementation of sharia principles in credit cards can be implemented on the basis of contracts: (a) Kafalah, (b) Qardh, (c) Ijarah.

Keywords: Akad, Sharia Economic Law, Credit Card
PENDAHULUAN

Ekonomi Islam mulai muncul pada tahun 90-an di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya bank berbasis syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat Islam (BMI). Saat ini perkembangan ekonomi Islam sangat pesat, ditandai dengan berdirinya lembaga perbankan dan lembaga-lembaga keuangan Islam non bank lainnya. Peran perbankan syariah sangat diperhitungkan, sehingga bank syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Perkembangan perbankan syariah saat ini terus berlangsung, baik itu perkembangan fisik maupun non fisik. Di antaranya adalah perkembangan produk di perbankan syariah yang terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan perbankan syariah, sebagai solusi bagi umat Islam khususnya dalam bermuamalah.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, disebut dengan ibadah. Dan juga syariat yang mengatur hubungan antar sesama manusia disebut dengan mu’amalah. Aturan kompleks dan lengkap dari Allah SWT sebagai tuntunan bagi hamba-Nya dalam menjalani kehidupan dunia sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena terkait dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam pemenuhan hajat hidup. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari mu’amalah. 
Salah satu bentuk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini, salah satunya adalah kartu kredit (credit card). Kartu kredit adalah suatu jenis pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan di mana saja dan cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya (Gemala Dewi, 2005). Lembaga perbankan pun berlomba-lomba menerbitkan kartu kredit sebagai bentuk service kepada nasabah. Kartu kredit sekarang mulai menjadi gaya hidup masyarakat sebagai bentuk kemudahan dalam bertransaksi. Berikut ini data yang diperoleh dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (Indonesia Credit Card Association) tentang penggunaan kartu kredit di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir: 

Gambar 1.1.  Jumlah Pengguna Kartu Kredit


Tabel 1.1.  Pertumbuhan Transaksi Kartu Kredit
	Tahun
	Jumlah Kartu
	Jumlah Transaksi
	Nilai Transaksi

	2009
	12.259.295
	177.817.542
	132.651.567

	2010
	13.574.673
	194.675.233
	158.687.057

	2011
	14.785.382
	205.744.761
	178.160.763

	2012
	14.817.168
	217.956.183
	197.558.986

	2013
	15.091.684
	235.695.969
	219.026.985

	2014
	16.043.347
	250.543.218
	250.177.517

	2015
	16.863.842
	274.719.267
	273.141.964

	2016
	17.406.327
	297.661.974
	272.950.051

	Mei 2017
	17.211.390
	132.407.406
	117.507.916


Dari data tersebut terlihat bahwa dari tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2017, jumlah pengguna kartu kredit di Indonesia terus bertambah. Pertambahan penggunaan kartu kredit tersebut, berbanding lurus dengan pertambahan jumlah transaksi dan nilai transaksi.

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan maupun lembaga/perusahaan pembiayaan syari’ah tentunya harus selalu memegang prinsip syariah, yang merujuk kepada al-Qur’an dan al-hadits. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah tidak mengandung riba, gharar, dan maisir Sehingga perkembangan kegiatan ekonomi harus tetap berada dalam koridor prinsip syari’ah. Adapun dalil Al-Qur’an yang menunjukkan keharaman riba, yaitu dalam surat An-Nisaa, Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:
(((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( 

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. An-Nisaa’ [4]: 160-161)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang model akad pada produk pembiayaan, khususnya kartu kerdit. Untuk itu perlu dibahas dan dikritisi, bagaimana akad dalam produk pembiayaan kartu kredit tersebut yang seharusnya bebas dari akad ribawi. Penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Konstruksi Akad Pada Produk Kartu Kredit (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”.
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011). Penelitian normatif seringkali disebut penelitian dokrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Soejono dan Abdurrahman, 2003). Jadi, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini kajiannya mengenai kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akad ribawi khususnya pada produk kartu kredit.

Adapun penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research) yaitu mencari data-data pada sejumlah literatur yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggali secara intensif data-data yang berkaitan tentang akad ribawi dan produk kartu kredit dan ketentuan hukum formal yang berkaitan permasalahan tersebut.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014). Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan dokrin-dokrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, akan dilakukan kajian terhadap norma-norma hukum Islam dan pandangan-pandangan para ahli fikih yang berhubungan dengan akad ribawi dalam produk kartu kredit. 
Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Apa yang diteliti dalam kegiatan penelitian hukum adalah bahan-bahan hukum sehingga tepat jika dinamakan riset kepustakaan dengan fokus pada bahan bacaan dan analisis material primer maupun sekunder (Abu Yasid, 2010). Bahan hukum yang dijadikan sumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu data-data yang akan dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang terkait dengan penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan hukum dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

c. Fatwa-Fatwa dari MUI atau Fatwa menurut Fuqaha.

d. Wahbah Al-Zuḥaily, Al-Fiqh Al-Islamî Wa Adillatuhu, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2006.

e. Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, Dâr al-Tsaqâfah al-Islamiyyah, tth.

f. Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

g. Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

h. Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

i. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

j. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.

a. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

b. Ahmad Warson Munawwir, Kamus Munawwir Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

c. Kamus Hukum

d. Ensiklopedi
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum digunakan teknik sebagai berikut:

1. Survei kepustakaan, yaitu dengan melihat langsung ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan di perpustakaan berupa bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Inventarisasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur  yang terkait dengan penelitian ini.

3. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji secara intensif bahan hukum yang telah terkumpul dengan cara mengambil sub bagian dari buku tersebut yang membahas masalah yang jadi objek penelitian. 
PEMBAHASAN
Definisi dan Istilah Kartu Kredit
Definisi kartu kredit, credit card is small plastic card issued by a bank or building society, allowing the holder to make purchases on credit. Yaitu kartu yang terbuat dari kertas keras atau plastic yang diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya disertai penjelasan khusus kepada pemegangnya (The Concise Oxford Dictionary, 1990: 272).
Adapun istilah kartu kredit yang dipakai oleh ekonom Arab adalah bithaqah al-i’timan, padahal pada hakikatnya lebih tepat menggunakan istilah bithaqah al-iqradh. Istilah kartu kredit yang tepat dalam bahasa Arab adalah bithaqah al-iqrad, karena istilah itu menunjukkan kesesuaian terhadap hakikat kartu kredit dan juga menunjukkan gambaran yang lebih tepat terhadap istilah financial transactions cards (Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, 2006: 18). Sedangkan kata i’timan bukanlah istilah yang tepat dan juga tidak cocok dengan karakteristik kartu kerdit, karena pada dasarnya istilah itu tidak memiliki dasar dalam kesahihan karakter akad. Asal kata i’timan berasal dari kata amanah dan kata bentukannya adalah isti’man. Jelaslah bahwa qiradh dalam fiqih Islam tidak termasuk dalam akad isti’man, sehingga lebih baik memberikan istilah terhadap kartu kredit ini sesuai dengan karakteristik yang cocok dan menggambarkan bagaimana hakikatnya, serta karakteristik yang paling sesuai dengan istilah syariah.

Para Pihak dalam Perjanjian Kartu Kredit
Dalam Pasal 1 huruf h PMK No. B4/PMK.12/2006 tentang Perusahaan Pembiyaan, Usaha Kartu Kredit (credit card) didefinisikan  sebagai kegiatan pembiayaan untuk pembalian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit adalah (1) pihak penerbit, (2) pihak pemegang kartu kredit, (3) pihak penjual barang dan jasa, dan (4) pihak perantara.

Adapun penjelasan mengenai para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit adalah sebagai berikut (Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, 2006: 20):

1. Issuer Bank (Muqridh)
Pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil atas card holder tersebut dalam membayar nilai pembelian yang dilakukannya kepada merchant. Pihak penerbit kartu kredit terdiri dari Bank, Lembaga Keuangan yang khusus, dan Lembaga Keuangan yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.
Kewajiban yang diemban oleh pihak penerbit adalah memberikan kartu kredit kepada pemegangnya, melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas bills yang disodorkan oleh penjual, memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, dan memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban, dan kemudahan bagi pemegang tersebut. Selain kewajiban pihak penerbit juga berhak untuk menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau jasa, menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit  pembayaran lainnya (seperti uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya), serta menerima komisi pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.
2. Card Holder (Muqtaridh)
Orang yang namanya dicantumkan dalam kartu, atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya, dan ia berkewajiban melunasi semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu tersebut kepada issuer bank. Secara hukum pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum, menandatangani slip  pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang/jasa, melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit, serta melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya.
Pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak antara lain adalah hak untuk membeli barang/jasa dengan memakai kartu kredit dengan atau tanpa batas maksimum, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang cash, baik pada mesin teller tertentu dengan memakai nomer kode tertentu ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit, serta hak untuk  mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukkan kepadanya.
3. Merchant
Pihak yang terikat dengan issuer bank dengan memberikan barang dan jasa kepada card holder sesuai dengan kesepakatan mereka. Pihak penjual barang atau jasa, secara hukum mempunyai kewajiban-kewajiban antara lain memperkenankan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang/jasa dengan memakai kartu kredit, melakukan pengecekan atau otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan, menginformasikan kepada pemegang/pembeli barang/jasa tentang charge tambahan sekian persen dari harga penjualan terhadap pembelian dengan memakai kartu kredit terhadap beberapa jenis produk tertentu, menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli/pemegang kartu kredit, membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit).
Sedangkan yang menjadi hak dari penjualan barang/jasa adalah meminta pelunasan harga barang /jasa yang dibeli oleh pembelinya dengan memakai kartu kredit, meminta pembeli/pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian, dan menolak untuk menjual barang/jasa jika terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit.
4. Pihak Perantara

Pihak perantara ini terdiri dari perantara penagihan (antara penjual dan penerbit), dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Pihak perantara penagihan yang disebut juga dengan acquirer adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Phak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka seperti juga tagihan perantara penagihan tersebut kepada penerbit, maka jumlah yang harus dibayar kepada penjual pun terkena pemotongan komisi oleh pihak perantara.
Selanjutnya yang dimaksud dengan perantara pembayaran adalah bank-bank di mana pembayaran kredir/harga dilakukan oleh pemilik kartu kredit. Selanjutnya bank-bank ini akan mengirim uang pembayaran tersebut kepada penerbit. Pihak perantara pembayaran ini berkedudukan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama saja seperti pemberian jasa pengiriman uang lainnya yang biasa dilakukakannya. Dalam hal ini bank perantara akan mendapatkan bayaran berupa fee tertentu. 

Akad-akad perjanjian dalam instrument kredit bukan satu akad, tetapi mengandung beberapa perjanjian yang berbeda. Tiap akad haruslah dilihat sebagai suatu akad yang berbeda dengan akad yang lain, dan juga harus memenuhi semua persuyaratan-persyaratannya. Perjanjian kredit dianggap mutlak, tidak terikat apabila perjanjian tersebut mengandung perjanjian kredit tunai dan tidak terikat dengan pembelian barang tertentu.

Akad yang muncul dalam penggunaan kartu kredit adalah terpisah, tampak dalam hal: pertama, akad jual beli antara merchant dengan card holder; kedua, akad antara merchant dengan issuer cards yang akan menyanggupi pelunasan sejumlah tagihan barang yang dibeli oleh card holder dari merchant yang tergambar dalam dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh card holder; ketiga, akad antara issuer cards dengan card holder (Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, 2006: 73).

Di sinilah terlihat bahwa tiga akad terpisah dengan tiga pihak yang terpisah juga, tiap individu merupakan satu pihak dalam dua akad dari tiga akad yang ada. Namun, salah seorang di antara mereka tidak menjadi satu pihak dalam akad yang ketiga.

Konstruksi Akad dalam Kartu Kredit
Akad dalam kartu kredit adalah akad pinjaman. Secara etimologi, kalimat al-qardhu merupakan mashdar, yang artinya suatu pemberian orang terhadap seseorang untuk kemudian dituntut untuk dikembalikan. Dalam istilah fiqih mengandung arti, memberikan harta kepada seseorang terdekat untuk dimanfaatkan oleh penerima harta tersebut yang kemudian pengembaliannya bisa berupa harta yang sama atau benda lainnya yang sepadan (Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, 2006: 109-110).

Dengan demikian, jelaslah bahwa ta’rif qardh secara syar’i ialah umum dan mencakup semua yang dinamakan harta dalam defenisi kartu kredit. 

	Al-iqtiradh
	:
	penerimaan harta dalam rangka qardh

	Al-muqridh
	:
	yang memberikan harta

	Al-muqtaridh
	:
	penerima harta/peminjam

	Badlu al-qardh
	:
	harta yang diserahkan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai ganti utang

	Al-dain
	:
	suatu tanggungan karena adanya akad, atau akad tanggungan itu ialah utang akibat peminjaman


Syariat Islam mendorong orang-orang mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan untuk meringankan kesulitan mereka. Banyak hadis yang menerangkan tentang ganjaran yang besar dan derajat yang tinggi bagi orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Dalam hadis marfu’ yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah saw. bersabda: “Muslim yang memberikan pinjaman dua kali seakan-akan ia bersadaqah satu kali.” (HR Ibnu Majjah)

Maqashid al-syar’i dalam akad iqradh tidak membolehkan menggunakan akad pinjaman sebagai alat investasi atau menggunakan akad untuk mengembangkan harta. Tambahan syarat atas pinjaman dari pihak issuer bank hukumnya haram, bila ditinjau dari hukum syariat Islam. Hal ini karena bunga tambahan atas penangguhan pembayaran pinjaman termasuk riba nasiah (riba jahiliyah). Riba ini diharamkan karena adanya tambahan jumlah pinjaman disebabkan penangguhan pembayaran. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur’an:

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Imran [3]:130)
Menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat di atas, Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
Alasn diharamkannya tambahan atas pinjaman juga berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ali r.a. yang artinya: “Setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka hukumnya riba”. Hadis-hadis mutawatir yang menjelaskan tentang makna riba menegaskan keharaman pemberi pinjaman mengambil manfaat dari pinjamannya dalam bentuk apapun. Hukum ini tidak dapat dibantah dalam fiqih Islam. Jika persyaratan memberikan manfaat bagi pemberi pinjaman, berarti keluar dari akad pinjaman. Seharusnya pinjaman berupa akad yang menyenangkan dan bermaksud pendekatan kepada Allah. 

Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Kartu Kredit
Usaha Kartu Kredit (credit card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Para pihak yang terlibat dalam hubungan kartu kredit adalah: a) Pihak Penerbit (Issuer) terdiri dari Bank maupun Lembaga Keuangan yang khusus, b) Pihak Pemegang Kartu Kredit (Card Holder), c) Pihak Penjual Barang/Jasa, dan d) Pihak Perantara terdiri dari perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran ( antara pemegang dan penerbit). (Abdul Ghofur Anshori, 2008: 180-181)
Penerapan prinsip syari’ah dalam kartu kredit bisa dilihat pada Fatwa DSN NO. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Adapun akad-akad yang digunakan adalah (Majelis Ulama Indonesia, 2014: 302-320):

1. Kafalah
Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).
2. Qardh
Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
3. Ijarah
Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee. 
Pada bagian kelima Fatwa DSN NO. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card, mengatur mengenai fee yang merupakan kontraprestasi yang diterima pihak penerbit atas jasa yang diberikan kepada nasabahnya. Semua bentuk fee harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee. Adapun bentuk-bentuk fee yang disebutkan dalam fatwa ini adalah:

Kelima : Ketentuan Fee
a. Iuran keanggotaan (membership fee)
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum
al-’udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari
pemegang Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin
penggunaan fasilitas kartu.
b. Merchant fee
Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga
objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah)
atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan
penagihan (tahsil al-dayn).
c. Fee penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai
(rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan
penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan
jumlah penarikan.
d. Fee Kafalah
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas
pemberian Kafalah.
e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan
pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali
untuk merchant fee.
Jadi yang perlu diperhatikan, bagi penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Agar tidak termasuk dalam praktek riba, maka fee tidak boleh dikaitkan dengan jumlah penarikan, karena ditakutkan fee tersebut berdasarkan besarnya pinjaman yang diterima nasabah.

Kemudian terkait ta’widh dan denda disebutkan pada bagian keenam Fatwa DSN NO. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card, yaitu:

Keenam : Ketentuan Ta’widh dan Denda
a. Ta’widh
Penerbit Kartu dapat mengenakan ta’widh, yaitu ganti rugi
terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu
akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar
kewajibannya yang telah jatuh tempo.
b. Denda keterlambatan (late charge)
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan
pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
Adapun batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam penerbitan kartu kredit berupa syari’ah card ini adalah tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara menetapkan maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syari’ah.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam pembiayaan konvensial, umumnya menggunakan prinsip riba dalam aplikasi produknya. Adapun Akad dalam kartu kredit adalah akad pinjaman (qardh). Maqashid al-syar’i dalam akad qardh tidak membolehkan menggunakan akad pinjaman sebagai alat investasi atau menggunakan akad untuk mengembangkan harta. Tambahan syarat atas pinjaman dari pihak issuer bank hukumnya haram, bila ditinjau dari hukum syariat Islam. Hal ini karena bunga tambahan atas penangguhan pembayaran pinjaman termasuk riba nasiah (riba jahiliyah). Riba ini diharamkan karena adanya tambahan jumlah pinjaman disebabkan penangguhan pembayaran.

2. Penerapan prinsip syari’ah dalam kartu kredit bisa dilaksanakan berdasarkan akad-akad: (a) Kafalah, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah). (b) Qardh, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. (c) Ijarah, dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.
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